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Abstrak. The transformation of public services in Indonesia through the adoption of blockchain-based 
smart contract technology offers great opportunities to improve the efficiency, transparency, and 
accountability of governance. This study aims to systematically analyze the challenges and opportunities 
of implementing smart contracts in Indonesia's public sector. The method used is a systematic literature 
review with a descriptive-analytical approach, involving academic database searches and content analysis 
based on main themes. The results of the study show that smart contracts can automate administrative 
processes, strengthen data integrity, and encourage public participation. However, the implementation of 
this technology still faces obstacles in the form of regulatory uncertainty, limited digital infrastructure, 
security risks, and low digital literacy within the government and society. This study emphasizes the 
importance of strengthening regulations, cross-sector collaboration, and continuous education to support 
the optimal adoption of smart contracts in Indonesian public services. 
 
Keywords: Smart Contract, Blockchain, Public Services.  
 
Abstrak. Transformasi layanan publik di Indonesia melalui adopsi teknologi smart contract berbasis 
blockchain menawarkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata 
kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis tantangan dan peluang 
implementasi smart contract di sektor publik Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur 
sistematis dengan pendekatan deskriptif-analitis, melibatkan penelusuran basis data akademik dan analisis 
isi berdasarkan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa smart contract mampu mengotomatisasi 
proses administrasi, memperkuat integritas data, dan mendorong partisipasi publik. Namun, implementasi 
teknologi ini masih menghadapi kendala berupa ketidakpastian regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, 
risiko keamanan, serta rendahnya literasi digital di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Studi ini 
menekankan pentingnya penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi berkelanjutan untuk 
mendukung adopsi smart contract secara optimal dalam layanan publik Indonesia. 
 
Kata Kunci: Smart Contract, Blockchain, Layanan Publik. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah banyak hal dalam 
berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor pelayanan publik. Pemerintahan di 
berbagai negara mulai beralih ke model e-government dengan menggunakan teknologi digital 
untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan 
publik (Pratama & Wibisono, 2022). Salah satu inovasi teknologi yang mendapat perhatian besar 
dalam dekade terakhir adalah blockchain dan turunannya, yaitu smart contract. 
Smart contract adalah program komputer yang secara otomatis menjalankan kesepakatan 
berdasarkan syarat yang telah ditentukan sebelumnya, Teknologi ini berpotensi besar dalam 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam berbagai proses pemerintahan, 
seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana sosial, hingga sistem peradilan elektronik 
(Megawati et al., 2023). Teknologi ini memiliki kemampuan besar dalam mengubah cara 
pemerintah menjalankan proses administratif dan transaksi dengan masyarakat. Dengan sifatnya 
yang transparan, terdistribusi, dan tahan terhadap manipulasi, smart contract dapat menjadi solusi 
terhadap berbagai permasalahan klasik birokrasi publik seperti korupsi, keterlambatan pelayanan, 
dan ketidakpastian hukum (Dzaky Agusman, 2025). 
Di Indonesia, penerapan smart contract masih tergolong baru dan menghadapi sejumlah 
tantangan, terutama dari aspek regulasi, infrastruktur digital, dan kesiapan sumber daya manusia 
(Ida Ayu Putu Purnam Asri & Ida Bagus, 2025). tantangan utama yang muncul adalah belum 
adanya kepastian hukum yang secara eksplisit mengatur validitas kontrak pintar dalam sistem 
hukum nasional. Selain itu, integrasi sistem blockchain ke dalam sektor publik masih memerlukan 
penguatan agar mampu mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan (Prawesti Ningrum & 
Adriana, 2025). 
Meskipun demikian, potensi penerapan teknologi ini di sektor pelayanan publik Indonesia sangat 
besar. Smart contract berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan 
dana publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejalan dengan 
visi “Indonesia Digital Nation 2045”, teknologi ini berpotensi menjadi inovasi kunci dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berbasis data (Brilliano et al., 
2025). 
Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan kajian literatur sistematis yang menganalisis 
secara komprehensif tantangan dan peluang adopsi teknologi smart contract di sektor pelayanan 
publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan 
literatur terkait, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku 
kepentingan dalam merancang strategi implementasi teknologi blockchain secara efektif di 
Indonesia. 

 
KAJIAN TEORI 
1. Blockchain 

Blockchain merupakan inovasi teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara 
digital dan terdesentralisasi, di mana setiap blok berisi data transaksi yang saling terhubung 
melalui kriptografi dan diverifikasi oleh jaringan tanpa otoritas pusat. Setiap blok dalam 
rantai memiliki hash dari blok sebelumnya, sehingga data yang tersimpan menjadi 
transparan, aman, dan tidak dapat diubah (immutable) (Lykidis et al., 2021). Teknologi ini 
berpotensi mengatasi berbagai permasalahan birokrasi seperti manipulasi data, korupsi, dan 
keterlambatan proses administrasi melalui sistem yang dapat diaudit secara real time. 
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Immutability dan transparency dari blockchain mendukung sistem e-government yang lebih 
kredibel karena catatan digital yang dibuat tidak dapat dimanipulasi oleh pihak mana pun. 
Penerapan blockchain mampu memperkuat akuntabilitas publik dan transparansi keuangan 
negara, terutama dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan (Arwani & Priyadi, 
2025). Di Indonesia penerapan blockchain menjadi pilar penting dalam mewujudkan 
transformasi digital ekonomi nasional karena mampu memperkuat integritas data publik 
serta meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi antar lembaga pemerintah (Tanley et al., 
2024). keberhasilan adopsi blockchain di sektor publik tidak hanya bergantung pada 
teknologi semata, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan dukungan regulasi, karena inovasi 
ini mengubah cara pemerintah mengelola data dan berinteraksi dengan masyarakat (Benchis 
et al., 2025). 

2. Smart Contract 
Smart contract merupakan protokol digital berbasis blockchain yang memungkinkan 
pelaksanaan kesepakatan secara otomatis tanpa campur tangan manusia setelah kondisi 
tertentu terpenuhi. Smart contract dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi 
kesalahan manusia, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses transaksi. 
Dalam implementasinya, smart contract memanfaatkan kode program yang mengatur 
klausul perjanjian secara matematis dan tereksekusi otomatis, sehingga mempercepat proses 
bisnis sekaligus mencegah manipulasi data. (Megawati et al., 2023). 
Smart contract dapat diterapkan pada transaksi pemerintahan seperti pengadaan barang dan 
jasa, pendistribusian bantuan sosial, hingga pengelolaan keuangan publik. Namun, tantangan 
utama muncul pada aspek legalitas kontrak elektronik karena hingga kini belum ada regulasi 
nasional yang secara eksplisit mengatur validitas smart contract dalam sistem hukum perdata 
(Ida Ayu Putu Purnam Asri & Ida Bagus, 2025). Sementara itu, kebutuhan standarisasi 
regulasi smart contract global, sebab ketidaksinkronan hukum antarnegara masih menjadi 
penghambat utama dalam adopsinya (Heidari et al., 2023). 

3. Technology Acceptance Model (TAM) 
Model Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi 
oleh pengguna ditentukan oleh dua faktor utama: perceived usefulness (PU) persepsi manfaat 
yang dirasakan, dan perceived ease of use (PEOU) persepsi kemudahan penggunaan. Kedua 
faktor ini memengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi, yang kemudian membentuk niat 
perilaku (behavioral intention) untuk menggunakan teknologi tersebut (Iftikhar et al., 2021). 
Dalam pemerintahan digital dan smart contract, TAM berperan penting untuk memahami 
bagaimana pegawai publik maupun masyarakat menilai kemanfaatan teknologi blockchain 
dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. PU dan PEOU memiliki pengaruh signifikan 
terhadap niat penggunaan blockchain di lembaga pendidikan, dan hasil ini dapat 
digeneralisasi ke konteks layanan publik. (Iftikhar et al., 2021). 
Dalam organisasi publik, persepsi positif terhadap manfaat teknologi seringkali dipengaruhi 
oleh faktor eksternal seperti dukungan pimpinan, kejelasan kebijakan, dan kepercayaan 
terhadap sistem. Sementara itu, keberhasilan penerapan layanan digital pemerintah di 
Indonesia ditentukan oleh kepercayaan publik dan persepsi terhadap kemudahan sistem e-
government. Hal ini menegaskan bahwa perceived trust dapat menjadi variabel tambahan 
penting dalam mengadaptasi TAM untuk konteks sektor publik (Parinusa et al., 2024). 

4. Technology–Organization–Environment (TOE) Framework 
Kerangka Technology–Organization–Environment (TOE) digunakan untuk menjelaskan 
faktor-faktor yang memengaruhi adopsi inovasi di tingkat organisasi, mencakup tiga dimensi 
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utama yaitu: aspek teknologi, aspek organisasi, dan aspek lingkungan eksternal. Aspek 
teknologi mencakup keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kompleksitas sistem; aspek 
organisasi berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, dukungan manajemen, serta 
kesiapan infrastruktur; sedangkan aspek lingkungan menyoroti tekanan regulasi, dukungan 
kebijakan, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Malik et al., 2021). 
Dalam konteks pemerintahan, TOE digunakan untuk menilai kesiapan institusi publik dalam 
mengadopsi blockchain dan smart contract. Sektor publik lebih menekankan pada aspek 
regulasi dan akuntabilitas dibandingkan sektor swasta yang fokus pada efisiensi dan 
keunggulan kompetitif (Benchis et al., 2025). Keunggulan relatif dan dukungan pemangku 
kepentingan merupakan faktor paling signifikan dalam mendorong adopsi blockchain oleh 
lembaga pemerintahan, sedangkan kompleksitas teknologi dan keterbatasan SDM masih 
menjadi hambatan utama (Noman & Gwenhure, 2025). 
Tantangan regulasi, keamanan data, dan standarisasi sistem sebagai penghambat utama 
dalam penerapan blockchain di sistem keuangan publik. Secara keseluruhan, TOE 
framework membantu memahami bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi 
keberhasilan adopsi smart contract di sektor layanan publik (Prawesti Ningrum & Adriana, 
2025). 

 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis tinjauan literatur sistematis. 
Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 
mengevaluasi, dan mensintesis semua bukti penelitian yang relevan terkait topik pembahasan. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik menggunakan kata 
kunci yang spesifik. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis isi, dikelompokkan 
berdasarkan tema utama, dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, dan disintesis untuk 
merumuskan kesimpulan komprehensif mengenai status adopsi smart contract di sektor layanan 
publik. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1.     Peran Fungsional Smart Contract di Sektor Layanan Publik 
Smart contract berperan penting dalam pengoptimalan berbagai fungsi pada layanan publik 
melalui prinsip otomatisasi dan keamanan data yang inheren dalam teknologi blockchain. Salah 
satu peran fungsional utamanya adalah transformasi sertifikat tradisional menjadi e-sertifikat 
(Rohman Febriansyah, 2024). Peran ini sangat relevan untuk layanan kependudukan, perizinan, 
dan legalitas aset. Dalam konteks hukum dan perikatan, smart contract memiliki potensi untuk 
merevolusi cara manajemen kontrak dilakukan di sektor publik dan privat. Keunggulan utamanya 
terletak pada fitur eksekusi otomatis dan non-repudiation, tidak dapat dibatalkan secara sepihak. 
Hal ini membuat smart contract mampu menggantikan kontrak tradisional dalam lingkup seperti 
asuransi dan berbagai jenis layanan publik lainnya (Fadilah et al., n.d.). Untuk kebijakan publik, 
peran Smart contract mencakup sampai pengelolaan dana dan inklusi keuangan digital. Tinjauan 
literatur menyoroti potensi pemanfaatan teknologi ini untuk membangun kerangka kerja 
pengelolaan dana sosial atau pembiayaan, misalnya dengan prinsip syariah, guna memastikan 
kepatuhan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik (Hassan et al., 2025).Peran-peran 
fungsional smart contract tersebut secara kolektif berkontribusi pada digitalisasi layanan publik 
dan pengelolaan pemerintahan yang transparan. 
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2.     Manfaat Teknologi Smart Contract di Sektor Layanan Publik 
Teknologi smart contract memberikan beberapa keuntungan strategis yang signifikan dalam 
meningkatkan kualitas dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas sistem pemerintahan. Sistem berbasis smart contract mampu 
mengotomatisasi persetujuan anggaran, yang berujung pada pengurangan waktu, biaya, dan 
potensi terjadinya kesalahan dalam administrasi. Hal ini karena eksekusi kontrak diatur oleh kode 
logika secara mandiri. Sehingga, dengan berdasarkan teknologi blockchain, kegiatan seperti 
persetujuan, validasi, dan transaksi antarlembaga dapat berjalan secara otomatis tanpa perantara 
manusia lagi, yang secara langsung memangkas waktu pemrosesan dan biaya operasional. Dalam 
konteks layanan publik, otomatisasi semacam ini ideal untuk diterapkan pada pengadaan, 
penyaluran bantuan sosial, atau pencatatan data kependudukan agar lebih cepat dan presisi (Aida 
Lestari & Alfa Ryano Yohannis, 2024). 
Keuntungan lain yang ditawarkan adalah tingkat keamanan dan integritas data yang jauh lebih 
tinggi dibandingkan sistem konvensional. Berkat mekanisme decentralized ledger, setiap data 
dan transaksi terekam secara permanen di jaringan blockchain, menjadikannya hampir mustahil 
untuk dimanipulasi. Teknologi smart contract dapat secara efektif memperkuat sistem audit 
digital. Setiap aktivitas transaksi dicatat secara transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak 
berwenang, sehingga meningkatkan ketahanan sistem terhadap upaya manipulasi data. Jaminan 
keamanan ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), sebab dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena 
semua aktivitas tercatat publik dan tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi di jaringan (Wirayuda 
et al., 2025). 
Manfaat lain yang tak kalah krusial adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam 
birokrasi. Sistem yang memanfaatkan kontrak pintar dapat membuka akses bagi masyarakat luas 
untuk memantau langsung jalannya proyek, realisasi anggaran, dan transaksi publik. Kondisi ini 
mengubah posisi masyarakat dari sekadar penerima layanan menjadi pengawas aktif terhadap 
implementasi kebijakan. Digitalisasi dalam pemerintahan secara umum telah berhasil 
memperkuat partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang 
dimungkinkan melalui keterbukaan proses administrasi dan transparansi data (Mozin et al., n.d.). 
3.     Peluang Transformasi Layanan Publik Melalui Smart Contract 
Smart contract yang merupakan teknologi blockchain memberikan banyak peluang dalam 
mempercepat proses transformasi layanan publik, baik dari sisi efisiensi maupun transparansi. 
Otomatisasi eksekusi kontrak tanpa campur tangan pihak ketiga mampu mendorong digitalisasi 
proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan serta kecurangan. Penerapan smart 
contract memungkinkan verifikasi data, persetujuan dokumen, serta pencatatan transaksi berjalan 
otomatis sesuai logika yang terprogram, di mana layanan publik seperti pendaftaran aset, 
pemungutan pajak, dan distribusi bantuan sosial dapat dioptimalkan. 
Transformasi digital berbasis smart contract telah diaplikasikan di berbagai negara untuk 
memperbaiki kualitas dan kecepatan pelayanan publik. Swedia memanfaatkan blockchain untuk 
transaksi publik yang aman dan efisien, sedangkan Peru mengembangkan transparansi dalam 
pengadaan barang melalui otomasi smart contract. Di Indonesia, inovasi yang mirip sudah mulai 
diterapkan khususnya pada layanan pertanahan dengan sertifikat digital berbasis blockchain dan 
smart contract, serta pengelolaan identitas nasional yang mengedepankan keamanan dan 
akuntabilitas data digital pemerintah. Integrasi buku besar terdistribusi memungkinkan 
pengawasan real time oleh publik maupun regulator, sehingga meminimalkan peluang manipulasi 
data dan korupsi (Lim et al., 2024). 
Selain aspek efisiensi dan transparansi, penerapan smart contract dapat memperluas peluang 
kolaborasi lintas sektor. Smart contract menyediakan kerangka kerja digital yang baku untuk 
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aplikasi lintas sektor publik dan swasta, seperti penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan 
pengelolaan aset publik yang transparan. Dalam konteks smart city, smart contract bertindak 
sebagai tulang punggung pengelolaan energi, transportasi, dan berbagai layanan lokasi berbasis 
data secara otomatis. Peningkatan partisipasi publik juga terjadi lewat aplikasi e-voting digital 
yang aman dan dapat diaudit, memperkuat legitimasi demokrasi dengan proses yang transparan 
dan efisien. 
Untuk dapat memaksimalkan peluang tersebut di Indonesia, diperlukan dukungan regulasi yang 
adaptif serta sinergi berbagai pihak. Penguatan sistem hukum dan integrasi teknologi diperlukan 
untuk menjaga keabsahan kontrak serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam sistem baru ini. 
Selain untuk tantangan hukum dan resistensi budaya, penelitian dan uji coba terus dilakukan agar 
adopsi smart contract dapat mengikuti modernisasi dan keberlanjutan layanan publik ke depan 
(Limarwati Politeknik Keuangan Negara STAN et al., 2045). 
4.     Tantangan Hukum dan Regulasi Dalam Pengakuan Smart Contract 
Tantangan hukum dan regulasi menjadi hambatan utama dalam pengakuan smart contract di 
sektor layanan publik Indonesia. Saat ini, belum ada aturan yang jelas mengenai keabsahan dan 
penegakan hukum smart contract. Sistem hukum nasional masih berorientasi pada kontrak 
konvensional, sehingga sulit untuk mengakomodasi karakteristik kontrak digital yang berjalan 
otomatis. Hal ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan pengguna dan pelaku bisnis, terutama 
jika terjadi sengketa yang membutuhkan penyelesaian hukum secara konvensional. 
Selain masalah regulasi, aspek keamanan juga menjadi perhatian penting. Kode smart contract 
yang tidak sempurna dapat menimbulkan celah keamanan, seperti bug atau eksploitasi, yang 
berpotensi menyebabkan kerugian finansial. Pengelolaan kunci privat yang kurang baik juga 
dapat meningkatkan risiko peretasan. Infrastruktur digital yang belum merata di Indonesia, 
terutama di daerah terpencil, membatasi penerapan smart contract secara luas dan efisien. 
Skalabilitas blockchain yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam memproses volume 
transaksi yang besar (Limarwati Politeknik Keuangan Negara STAN et al., 2045). 
Faktor sosial dan budaya turut memengaruhi penerimaan smart contract. Rendahnya literasi 
digital dan kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan masyarakat menjadi 
hambatan dalam pemanfaatan teknologi ini. Pergeseran peran notaris dan pejabat hukum 
tradisional dalam validasi kontrak digital juga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme 
penyelesaian sengketa dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan 
regulasi dan edukasi yang berkelanjutan agar smart contract dapat diterima dan dioperasikan 
secara efektif (Annasthasya et al., 2024). 
Smart contract dapat diakui dan dimanfaatkan secara optimal jika kolaborasi antara pembuat 
kebijakan, praktisi hukum, dan pengembang teknologi(Limarwati Politeknik Keuangan Negara 
STAN et al., 2045). Pengembangan regulasi yang adaptif, edukasi hukum dan teknologi, serta 
penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Dengan demikian, smart contract dapat 
memberikan manfaat nyata bagi modernisasi layanan publik di Indonesia (Annasthasya et al., 
2024). 
 
KESIMPULAN 
Adopsi teknologi smart contract berbasis blockchain di sektor layanan publik Indonesia 
menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata 
kelola pemerintahan melalui otomatisasi proses administrasi dan penguatan integritas data, 
namun implementasinya masih terkendala oleh ketidakpastian regulasi, keterbatasan infrastruktur 
digital, risiko keamanan, serta rendahnya literasi digital di lingkungan pemerintah dan 
masyarakat, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi 
berkelanjutan agar transformasi layanan publik berbasis smart contract dapat berjalan optimal dan 
berkelanjutan. 
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